
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pemerintah 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali 
diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja 
Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
20/M. PAN/1112008 tentang Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja 
Utama; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 
KinAri~ ln~t~n~i PArnArint~h 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator 
KJnerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan 
lndikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember 
dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Jember; 

TENT ANG 
lNDIKATOR KINERJA UT AMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN JEMBER 

Nomor: 06519 /314/2023 

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 
KABUPATEN JEMBER 

FEMERINTAN KABUPATEN JEMBER 
SATUAN POLI.SI PAMONG PRAJA 

Jalan Sudarman Nomor 1 J'ember 

.. 












